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Secara umum, akuntansi konvensional, laporan keuangan disajikan berdasarkan 
historical cost, yang mengasumsikan bahwa harga (unit moneter) adalah stabil. 
Biasa akuntansi tidak mengakui perubahan tingkat harga umum atau perubahan 
tertentu tingkat harga. Akibatnya, jika ada perubahan seperti daya beli, sejarah 
laporan keuangan adalah relevan secara ekonomi, karena tidak mencerminkan 
benar nilai pasar. Harus ada model tunggal untuk mengukur instrumen 
keuangan. model ini mengacu pada fair value. Pengukuran instrumen keuangan 
pada nilai wajarnya tidak berarti meninggalkan informasi biaya historis. 
Pengukuran fair value harus handal dan telah bekerja keluar cara menyebut 
penyebab transaksi ekonomi. Penelitian dilakukan pada perusahaan properti 
dengan tahun observasi pada tahun 2011. Berdasarkan penelitian menunjukkan 
lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk menerapkan fair value karena 
dapat menunjukkan nilai sebenarnya dan dapat digunakan untuk meningkatkan 
nilai aset daripada jika perusahaan menerapkan biaya historis. jadi penilaian 
wajar efektif diperluas ke semua jenis aktiva tetap, memungkinkan manajer untuk 
rekor pendapatan sebesar nilai wajarnya 
 
Kata kunci : fair value, historical cost, aset tetap 
 
In general, conventional accounting, financial statements are presented based on 
historical cost, which assumes that the price (monetary unit) is stable. 
Conventional accounting does not recognize changes in general price levels or 
changes in certain price level. As a result, if there are changes such as 
purchasing power, the historical financial statements is economically irrelevant, 
because it does not reflect the true market value. There should be a single model 
for measuring financial instruments. This model refers to fair value. Measurement 
of financial instruments at fair value does not mean abandoning historical cost 
information. Fair value measurement should be reliable and have worked out 
ways of referring to the causes of economic transactions. The study was 
conducted on property company with years of observation in the years 2011. 
Based on research showing more profitable for companies to apply fair value 
because it can show the true value and can be used to enhance asset value than 
if the company applying historical cost. So fair valuation has effectively been 
extended to all types of fixed assets, allowing managers to record revenue at fair 
value. 
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1.1. Latar Berlakang Masalah 
Pertambahan jumlah penduduk yang sangat cepat dan pesat 
membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kebutuhan masyarakat 
akan perumahan. Rumah adalah suatu kebutuhan primer manusia, karena 
rumah merupakan sarana untuk berteduh, berlindung, dan beristirahat. 
Rumah juga sebagai tempat berbagi suka dan duka serta membina rumah 
tangga bagi suatu keluarga. Kondisi ini dimanfaatkan oleh perusahaan-
perusahaan pengembang, untuk mengembangkan bisnis mereka dalam hal 
penyediaan sarana pemukiman bagi masyarakat seperti perumahan, 
apartemen, kondominium, dan lain sebagainya. 
Sebagai suatu organisasi, maka perusahaan yang bergerak di 
bidang properti dalam menjalankan usahanya memerlukan suatu sistem 
informasi untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Akuntansi 
sebagai suatu sistem informasi, mengidentifikasikan, mengumpulkan, dan 
mengkomunikasikan informasi ekonomi ke suatu badan usaha kepada 
beragam pihak, baik pihak intern maupun pihak ekstern. Informasi 
akuntansi merupakan data keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang 
membutuhkan untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan 
keputusan yang tepat (kieso dan wigan,  2007:5). 
Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa data-data 
akuntansi memberikan bantuan khususnya pada pihak intern, untuk 
menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang 





tepat untuk menilai pengakuan pendapatan, menghitung biaya proyek, 
harga pokok proyek dan lain sebagainya. 
Tujuan utama akuntansi keuangan adalah menyusun laporan yang 
di dalamnya harus menyajikan informasi yang berguna bagi pihak intern 
maupun pihak ekstern perusahaan. Hal ini menuntut setiap manajemen 
untuk memajukan usaha dan menjaga kelangsungan usahanya. Untuk 
masalah yang berhubungan dengan keuangan (akuntansi) seharusnya 
perusahaan yang bergerak pada bidang properti menggunakan prinsip-
prinsip akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 
umum, tetapi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya setiap 
perusahaan properti biasanya memiliki caranya masing-masing. 
Sejak diberlakukannya International Accounting Standard (IAS) 
No.40 pada tahun 2003, maka era Fair Value (Nilai Wajar) dalam konteks 
Mark to Market (MTM) di sistem akuntansi telah bermula. Pada beberapa 
tahun kebelakang, IASB (International Accounting Standard Board) telah 
merevisi beberapa Standar Akuntansi Internasional dengan memberlakuan 
fair value untuk beberapa ketentuan dalam standar akuntansinya. Salah 
satu yang menonjol adalah pengakuan fair value sebagai salah satu opsi 
(model revaluasi) selain Nilai Buku (historical cost) dalam penentuan nilai 
aset tetap (property, plant and equipment). Pada ketentuan lain, fair value 
juga digunakan dalam penentuan nilai atas kewajiban (liability) di beberapa 
standar lainnya. 
Perubahan ini telah memberikan efek kepada seluruh stakeholder, 
apakah pelaku usaha, Akuntan maupun Penilai dalam pemberian pendapat 
atas fair value tersebut. Demikian pula US GAAP yang mewakili standar 





SFAS 157 tentang Pengukuran Nilai Wajar (Fair Value Measurement) 
untuk berbagai keperluan terkait. Standar Akuntansi di Indonesia pertama 
sekali memberlakukan opsi Nilai Wajar pada tahun 2007 untuk PSAK 16 
tentang Aset Tetap yang mengadopsi dari IAS/IFRS 16 (Property, Plant 
and Equipment).  
Asset tetap biasanya memiliki masa pemakaian lebih dari satu 
tahun, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan 
dalam jangka waktu yang relatif lama. Namun, manfaat yang diberikan aset 
tetap umumnya semakin lama semakin menurun manfaatnya secara terus 
menerus, dan menyebabkan terjadi penyusutan (depreciation).  
Seiring dengan berlalunya waktu, aset tetap akan mengalami 
penyusutan (kecuali tanah). Faktor yang mempengaruhi menurun 
kemampuan suatu aset tetap untuk memberikan jasa/manfaaat yaitu : 
Secara fisik, disebabkan oleh pemakaian dan keausan karena penggunaan 
yang berlebihan dan secara fungsional, disebabkan oleh ketidakcukupan 
kapasitas yang tersedia dengan yang diminta (misal kemajuan teknologi). 
Sehingga penurunan kemampuan aset tetap tersebut dapat dialokasikan 
sebagai biaya. 
Aset Tetap sangat berpengaruh dalam laporan keuangan 
perusahaan karena nilai dari aset tetap itu sendiri merupakan salah satu 
yang paling besar nilainya dalam laporan keuangan. Sehingga dalam 
penilaiannya di butuhkan adanya revaluasi terhadap aset tetap 
perusahaan. Karena dengan adanya revaluasi itu sendiri bertujuan untuk 
memperbaiki posisi keuangan dalam rangka tujuan memperoleh kredit dari 
bank, proses penjualan aset tetap itu sendiri. Dalam kondisi inflasi, 





nilai buku sudah tidak bisa mencerminkan harga pasar yang berlaku saat 
ini. Dan juga kenaikan harga yang sangat tinggi di negara kita sebagai 
akibat turun dan bergejolaknya mata uang Rupiah terhadap mata uang 
asing khususnya US Dollar, di samping telah menurunkan tingkat 
kesejahteraan masyarakat Indonesia. juga menyebabkan nilai historis aset 
perusahaan yang dinilai dalam rupiah akan sangat jauh berbeda dengan 
harga pasarnya dan dapat mengakibatkan kurang serasinya perbandingan 
antara pengahasilan dengan beban, dan nilai buku dengan nilai intrinsik 
perusahaan. 
Sebelum adanya PSAK 16 Revisi 2007, semua perusahaan di 
Indonesia mencatat akuntansi untuk aset tetapnya dengan menggunakan 
model historical cost. Namun saat ini di butuhkan adanya fair value dalam 
revaluasi aset tetap perusahaan. Beberapa paragrap dalam PSAK 16 
(2007) menjelaskan mengenai nilai wajar aset tetap pada saat revaluasi. 
Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang 
dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi professional berdasarkan 
bukti pasar. 
Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan model 
historical cost yaitu menggunakan harga pada saat transaksi dan 
berasumsi bahwa harga-harga stabil. Penyusunan laporan keuangan 
berdasarkan model historical cost ini tidak akan mencerminkan adanya 
perubahan daya beli sehingga laporan keuangan kurang mampu 
mencerminkan keadaan yang sebenarnya jika terjadi perubahan. Hal ini 
akan menyebabkan laporan keuangan kehilangan keakuratan maupun 
ketelitiannya. Laporan keuangan tersebut kurang sesuai jika digunakan 





pihak intern perusahaan dapat kehilangan kepercayaan terhadap laporan 
keuangan. Terjadinya inflasi yang cukup tinggi akan menyebabkan 
semakin tinggi ketidakakuratan laporan keuangan yang dihasilkan. Agar 
dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya atau paling tidak 
mendekati keadaan yang sebenarnya, laporan keuangan dapat disusun 
dengan menggunakan tingkat harga umum. Semakin tinggi tingkat inflasi 
maka semakin besar perbedaan yang dihasilkan antara laporan keuangan 
yang disusun berdasarkan nilai historis dengan laporan keuangan yang 
disusun berdasarkan tingkat harga umum. Jika inflasi dan perubahan harga 
yang terjadi tidak terlalu tinggi maka perbedaan tersebut tidak terlalu besar 
atau bahkan tidak terjadi. 
Menurut PSAK 50, fair value adalah nilai suatu aset untuk dapat 
dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang 
memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi secara wajar 
(arm’s length transaction), bukan atas transaksi paksaan, likuidasi 
paksaan, atau penjualan paksaaan (distressed sale). Penggunaan fair 
value untuk menilai suatu item di dalam laporan keuangan bertujuan untuk 
meningkatkan relevansi laporan keuangan. Nilai wajar menyediakan 
informasi penting mengenai asset dan kewajiban financial jika di 
bandingkan hanya dengan menggunakan historical cost. 
Penelitian ini hanya mencakup tanah dan bangunan yang masuk 
katergori aset tetap perusahaan. Hal ini perlu dipertegas mengingat Perum 
Perumnas adalah salah satu perusahaan properti yang memiliki aset 
berupa tanah dan bangunan pada aset lancarnya sebagai persediaan dari 





Berdasarkan uraian di atas, mendorong peneliti untuk membahas 
dan menyusun penelitian ini dengan judul “Akuntansi revaluasi tanah dan 
bangunan dalam pelepasan aset tetap pada Perum Perumnas Regional VII 
Makassar (Studi komparasi historical cost vs fair value)”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti 
merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana perbedaan pengukuran 
dan penilaian aset tetap berupa tanah dan bangunan yang menggunakan 
metode historical cost dan metode fair value dapat mempengaruhi kinerja 
laporan keuangan? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana komparasi model historical cost dan fair value dapat 
mempengaruhi kinerja laporan keuangan. Selain itu memberi pemahaman 
pada pihak perusahaan tentang bagaimana cara pengakuan aset tetap 
berupa tanah dan bangunan yang akan dijual dengan menggunakan model 
fair value pada perusahaan properti khususnya pada Perum Perumnas 
Regional VII Makassar.  
 
1.4. Manfaat Penelitian 
1. Menambah pengetahuan pihak perusahaan mengenai penerapan 
pengukuran dan penilaian akuntansi tanah dan bangunan yang akan 





2. Memberi kontribusi praktis terhadap perusahaan dan manajemen 
dalam menjelaskan posisi tanah dan bangunan terhadap laporan 
keuangan perusahaan berbasis properti agar dapat disesuaikan 
dengan Standar Akuntansi Keuangan. 
3. Sebagai bahan acuan dan pedoman peneliti berikutnya yang akan 
melaksanakan penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang 
sama. 
 
1.5. Sistematika Penulisan 
Untuk menjelaskan ketetapan arah pembahasan dalam penelitian 
ini maka disusun dalam sistematika sebagai berikut : 
BAB  I : Pendahuluan 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB  II : Tinjauan Pustaka 
Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, definisi dan 
penjelasan yang berhubungan dengan penelitian yang 
dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan 
hipotesis yang berhubungan dengan pokok pembahasan 
dan penelitian terdahulu serta menjadi dasar acuan teori 
yang digunakan dalam analisis penelitian ini. 
BAB  III : Metode Penelitian 
Bab ini berisi tentang objek penelitian, jenis dan sumber 
data, metode pengumpulan data, variabel-variabel 






2.1. Perusahaan Real Estate (Properti) 
2.1.1. Pengertian Perusahaan Real Estate 
Real estate berasal dari bahasa Inggris, yang asal katanya 
berasal dari bahasa Spanyol, “real = royal = kerajaan”. Real estate 
adalah sebagai suatu kawasan tanah yang dikuasai oleh raja, 
bangsawan, dan landlord ( tuan tanah pada zaman feudal di abad 
pertengahan), atau singkatnya propeti milik kerajaan (Kiyokasi: 
2001,146). 
Munculnya istilah real estate sudah sejak zaman 
pemerintahan raja-raja Inggris, yang dikenal dengan istilah lenure, 
yaitu hal yang berkaitan dengan pengaturan bentuk penguasaan 
tanah menyangkut hubungan raja dengan rakyatnya. Pengertian 
real estate sering kali tidak dibedakan dengan real property, yaitu 
barang atau milik tetap, barang tak bergerak (Echols dan Shadily. 
1990 : 468). Namun keduanya juga merupakan bagian dari 
pengadaan perumahan rakyat. Sebenarnya real estate sendiri lebih 
mengacu pada hak atas tanah dan pengolahannya, serta segala hal 
yang menyangkut peraturan untuk memiliki dan mengusahakannya. 
Sedangkan real property adalah hak untuk memiliki, menggunakan, 







Ikatan Akuntan Indonesia (2007:44.5) mengemukakan 
sebagai berikut:  
“perusahaan pengembang real estate adalah perusahaan yang 
kegiatannya memperoleh tanah kemudian dibangun perumahan dan atau 
bangunan komersial dan atau bangunan industri. Bangunan tersebut 
dimaksudkan untuk dijual atau disewakan, sebagai satu kesatuan atau 
secara eceran (retail). Aktivitas pengembangan real estate juga mencakup 
perolehan kapling tanah untuk dijual tanpa bangunan”. 
Menurut terminology hukum pada beberapa yurisdiksi 
adalah merupakan suatu barang tidak bergerak yang mencakup 
tanah beserta segala sesuatu yang berada di atasnya, misalnya 
bangunan, tanaman dan lain-lain. Property dalam bahasa asing 
sering juga disebut real property yang terkadang disebut juga realty. 
Di Indonesia istilah real estate lebih digunakan untuk menunjukkan 
suatu wilayah perumahan yang dikembangkan oleh perusahaan 
pengembang perumahan (http://id.wikipedia.org/wiki/Real_estate). 
Real Estate merupakan salah satu bentuk dari aset. 
Perwujutan real estate tidak hanya berupa kepemilikan hunian 
mewah, karena pada essensinya real estate adalah hak untuk 
memiliki sebidang tanah dan memanfaatkan apa saja yang ada di 
dalamnya. Sebagai salah satu bentuk aset, real estate telah 
mengalami perkembangan seiring dengan munculnya berbagai 
tekhnologi dan informasi yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Jadi 
pada prisipnya real estate adalah ‘ kepemilikan’  atau hak untuk 








2.1.2. Karakter Usaha Real Estate 
Perusahaan real estate biasanya melakukan usaha 
(Susanti dan Keliat, 2003:24): 
1. Pembebasan tanah 
Perusahaan harus bekerja sama dengan pemerintah untuk 
menentukan daerah khusus untuk perumahan setelah sesuai 
dan mendapat izin dari Pemerintah Daerah maka perusahaan 
akan melakukan pembebasan tanah. Perusahaan 
mendapatkan Surat Izin Penggunaan/Pemanfaatan Tanah 
(SIPPT) dari Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan dan 
menggunakan tanah di lokasi yang telah ditentukan. 
2. Pematangan tanah 
Proses pematangan tanah ini bermula dari perataan tanah, 
pembentukan kapling, pembuatan jalan, saluran air, dan listrik 
sehingga menjadi siap bangun. Pada tahap ini perusahaan real 
estate sudah bisa melakukan penyerahan hal tersebut 
tergantung dari permintaan pembeli apakah hendak membeli 
kapling tanah matang yang siap bangun atau tanah beserta 
bangunan rumah di atasnya. 
3. Pembangunan  
Hal-hal penting yang harus diperhatikan pada proses 
pembangunan antara lain: luas tanah, standar biasa bangunan 








2.2. Aset Tetap 
2.2.1. Pengertian Aset Tetap 
Perusahaan biasa menanamkan dananya yang dimilikinya 
pada aset tetap seperti mesin, gedung, tanah, dan lain-lain dengan 
harapan akan mendapat keuntungan di masa mendatang. Umur 
ekonomis dari aset tetap ini biasanya satu tahun. 
Ada beberapa pengertian dari aset tetap ini, diantaranya 
yaitu menurut PSAK nomor 16 (revisi 2011) yang menyatakan 
bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang: 
(a) Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan 
barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau 
untuk tujuan administratif; dan 
(b) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu 
periode 
 
Aset tetap adalah aset-aset yang berwujud yang sifatnya 
relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan 
normal (Baridwan, 2004:271). Aset tetap adalah kekayaan 
perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis 
lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk 
melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali 
(Mulyadi, 2009:591). Dari beberapa pengetian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa aset tetap merupakan investasi yang dilakukan 
oleh perusahaan dalam jangka panjang (lebih dari satu tahun) yang 
bertujuan tidak untuk dijual kembali melainkan untuk digunakan 








2.2.2. Penggolongan dan Karakteristik Aset Tetap 
Pada dasarnya aset tetap terdiri dari (Harahap, 2002:23): 
1) Tanah dan lahan 
Bidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat 
bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi, 
apabila ada lahan atau tanah yang didirikan bangunan 
diatasnya harus dipisahkan pencatatannya dari lahan itu 
sendiri. 
2) Bangunan gedung 
Gedung merupakan bangunan yang berdiri di atas bumi ini baik 
di atas tanah atau air, pencatatannya harus terpisah dari lahan 
yang menjadi lokasi gedung. 
3) Mesin 
Termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari 
perusahaan yang bersangkutan 
4) Kendaraan 
Semua jenis kendaraan seperti: alat pengangkut, truck, mobil, 
kendaraan roda dua, dll. 
5) Perabot 
Dalam jenis ini termasuk perabot kantor, perabot laboratorium, 
perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan. 
6) Inventaris atau peralatan 
Peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang 








Di Indonesia merupakan kebiasaan perusahaan membuat 
klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, pagar, dll 
2.2.3. Depresiasi (Penyusutan) 
Semua aset tetap kecuali tanah akan rusak/usang. Untuk 
beberapa aset tetap, kerusakan fisik dan usang menyebabkan 
penyusutan (depresiasi). Ada beberapa pengertian penyusutan 
yang dikemukakan para ahli. 
Depresiasi adalah proses pengalokasian cost atau harga 
perolehan aset tetap menjadi biaya selama masa manfaatnya 
dengan cara yang rasional dan sistematis (Munawir, 2004:141). 
Depresiasi adalah sebagian dari harga perolehan aset tetap yang 
secara sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap periode 
akuntansi (Baridwan, 2004:305). Penyusutan/Depresiasi adalah 
alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset 
selama umur manfaatnya (IAI, PSAK 16 Revisi 2011). Dari 
beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa depresiasi 
merupakan suatu proses untuk pengalokasian harga perolehan aset 
tetap yang disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi 
dengan cara yang rasional dan sistematis. 
Ada beberapa metode yang biasanya digunakan untuk 
menghitung penyusutan, yaitu: 
1) Metode garis lurus (Straight line method) 
Berdasarkan metode garis lurus (straight line method), 
penyusutan besarnya sama untuk setiap tahun masa manfaat 





Supaya dapat menghitung beban penyusutan dengan 
metode garis lurus, cukup dengan menghitung biaya yang 
dapat disusutkan. Biaya yang dapat disusutkan adalah harga 
perolehan aset dikurangi nilai sisa. Hal ini menunjukkan total 
jumlah nilai yang dapat disusutkan. Pada metode garis lurus, 
untuk menentukan beban penyusutan setiap tahun adalah 
membagi biaya yang dapat disusutkan dengan masa manfaat 
aset. 
2) Metode unit aktivitas (Unit of activity method) 
Berdasarkan metode unit aktivitas (init of activity 
method), masa manfaat dinyatakan dalam total unit produksi 
atau tingkat penggunaan aset, bukan dalam satuan waktu. 
Metode unit aktivitas ini cocok digunakan untuk mesin pabrik. 
Produksi dapat di hitung dalam jumlah unit yang dihasilkan atau 
dalam jam kerja mesin. Metode ini juga dapat digunakan untuk 
aset seperti peralatan pengangkutan (jarak tempuh dalam mil) 
dan pesawat (jam terbang). Metode unit aktivitas secara umum 
tidak sesuai untuk bangunan atau perabot, karena penyusutan 
aset ini biasanya merupakan fungsi dari waktu dibandingkan 
penggunaan. 
Untuk menggunakan metode ini, total unit aktivitas 
untuk seluruh masa manfaat diestimasikan, dan kemudiann 
total unit ini sebagai pembagi terhadap biaya yang dapat 
disusutkan. Jumlah yang dihasilkan dari perhitungan tersebut 





kemudian dikalikan dengan unit aktivitas selama tahun berjalan 
untuk menentukan besarnya beban depresiasi tahunan. 
3) Metode saldo menurun (Declining balance method) 
Metode saldo menurun (Declining balance method) 
menghasilkan beban penyusutan tahunan yang terus menurun 
selama masa manfaat aset. Metode ini dinamakan saldo 
menurun karena periode penyusutan didasarkan atas nilai buku 
(harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan) aset yang 
terus menurun. Beban penyusutan tahunan dihitung dengan 
mengalikan nilai buku pada awal tahun dengan tarif penyusutan 
saldo menurun.  Tarif penyusutan tetap sama dari tahun ke 
tahun, tetapi nilai buku akan terus menurun setiap tahun. 
2.2.4. Penilaian Aset Tetap 
Pengakuan awal aset tetap disajikan berdasarkan harga 
perolehan aset tersebut. Harga perolehan adalah jumlah kas atau 
setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang 
diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau 
konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap untuk 
dipergunakan. 
Karena harga perolehan dari aset tetap adalah biaya untuk 
seluruh masa manfaat, sedangkan setiap tahun selalu ada 
pengukuran dan pelaporan terhadap kinerja perusahan yang 
meliputi penghasilan dan beban maka biaya dari aset tetap tersebut 
juga harus dialokasikan sebagai beban yang nantinya beban ini 






Setelah pengukuran pengakuan awal, entitas memilih 
model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya 
dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap 
dalam kelompok yang sama. Model biaya pengukuran aset tetap 
dengan mencatat nilai sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi 
penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, sedangkan model 
revaluasi adalah aset tetap dinilai kembali dengan nilai wajar pada 
tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi 
rugi penurunan nilai. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan 
yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat  tidak 
berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan 
menggunakan nilai wajar pada akhir periode laporan.  Jika suatu 
aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelompok 
yang sama harus direvaluasi. 
Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka 
kenaikan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan 
terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun 
kenaikan itu harus diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah 
penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui 
sebelumnya dalam laba rugi. 
Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka 
penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Namun, penurunan nilai 
tercatat diakui dalam pendapatan komprehensif lain selama 
penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi 
untuk aset tersebut. Penurunan nilai diakui pada pendapatan 





bagian surplus revaluasi. Jika entitas mengubah kebijakan 
akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran 
aset tetap, maka perubahan tersebut berlaku prospektif. 
   
2.3. Preoperti Investasi 
2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Properti Investasi 
Properti investasi dalam PSAK no 13 yaitu tanah, 
bangunan, atau bagian dari bangunan, atau keduanya, yang 
dikuasai oleh entitas (atau lessee melalui finance lease) untuk 
menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, 
dan tidak untuk: 
a) Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa 
atau tujuan administrative 
b) Dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari 
Hak atas properti yang dikuasai oleh lessee melalui sewa 
operasi dapat dikelompokkan dan dicatat sebagi properti investasi 
jika, properti tersebut tidak bertentangan dengan defenisi properti  
investasi dan lessee menggunakan model nilai wajar seperti yang 
diatur dalam PSAK no 13 paragraf 35-59 untuk aset yang 
bersangkutan. Alternatif pengklasifikasian ini dimungkinkan untuk 
dilakukan bagi setiap properti secara individual (property by 
property basis). Namun demikian, sekali alternatif pengklasifikasian 
ini dipilih untuk satu hak atas properti tertentu yang dikuasai dengan 
cara sewa operasi, maka semua properti yang telah diklasifikasikan 
sebagai properti investasi harus dicatat dengan menggunakan 





semua hak kepemilikan harus diungkapkan seperti yang 
disyaratkan oleh paragraf 78-82. 
Properti investasi dapat dikuasai untuk menghasilkan rental 
atau untuk mendapatkan kenaikan nilai atau keduanya. Dengan 
demikian, properti investasi tersebut menghasilkan arus kas yang 
sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh 
entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang 
digunakan sendiri. Proses produksi atau pengadaan barang atau 
jasa (atau penggunaan properti untuk tujuan administratif) dapat 
menghasilkan arus kas yang dapat diatribusikan tidak hanya ke 
properti, tetapi juga ke aset lain yang digunakan dalam proses 
produksi atau persediaan. PSAK 16 (revisi 2011): Aset Tetap 
berlaku untuk properti yang digunakan sendiri 
Berikut adalah contoh properti investasi menurut PSAK 
nomor 13: 
a) tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai 
dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha 
sehari-hari; 
b) tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa 
depan belum ditentukan. (Jika entitas belum menentukan 
penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri 
atau akan dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-
hari, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam 
rangka kenaikan nilai); 
c) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas 
melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain 
melalui satu atau lebih sewa operasi; 
d) bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan 
kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. 
e) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang 





Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti 
investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam PSAK no. 13: 
a) properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha 
sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau 
pengembangan untuk dijual (lihat PSAK 14 (revisi 2008): 
Persediaan), misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif 
dengan maksud untuk dijual dalam waktu dekat atau untuk 
pengembangan dan dijual kembali. 
b) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas 
nama pihak ketiga (lihat PSAK 34 (revisi 2010): Kontrak 
Konstruksi).  
c) properti yang digunakan sendiri (lihat PSAK 16 (revisi 2011): 
Aset Tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai 
untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang 
digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan 
di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti 
yang digunakan sendiri, properti yang digunakan oleh karyawan 
(dengan atau tanpa karyawan tersebut membayar rental sesuai 
harga pasar) dan properti yang digunakan sendiri yang 
menunggu untuk dijual.  
d) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa 
pembiayaan. 
 
2.3.2. Pengakuan Properti Investasi 
Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika: 
a. besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan dari aset 
yang tergolong properti investasi akan mengalir ke dalam 
entitas; dan 
b. biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal 
Entitas mengevaluasi sesuai dengan prinsip pengakuan 
atas seluruh biaya perolehan properti investasi pada saat terjadinya. 
Biaya perolehan termasuk biaya yang terjadi pada saat memeroleh 
properti investasi dan biaya yang terjadi setelahnya untuk 





Sesuai dengan prinsip pengakuan, entitas tidak mengakui 
dalam jumlah tercatat properti investasi sehubungan dengan biaya 
harian penggunaan properti. Biaya tersebut lebih tepat diakui dalam 
laba rugi pada saat terjadinya. Biaya harian penggunaan properti 
yang utama adalah biaya tenaga kerja serta bahan habis pakai dan 
termasuk biaya suku cadang kecil. Tujuan pengeluaran ini sering 
digambarkan sebagai perbaikan dan pemeliharaan dari properti. 
Bagian dari suatu properti investasi dapat diperoleh melalui 
penggantian. Contoh, interior dinding bangunan mungkin 
merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip 
pengakuan, entitas mengakui jumlah tercatat properti investasi atas 
biaya penggantian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika 
kriteria pengakuan terpenuhi. Jumlah tercatat atas bagian yang 
digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan 
penghentian pengakuan dalam PSAK nomor 13 
2.3.3. Pengukuran Properti Investasi 
1. Pengukuran pada saat pengakuan awal 
Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya 
perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal 
tersebut. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli 
meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat 
diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat 
diatribusikan secara langsung termasuk, misalnya, biaya jasa 





Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah 
dengan: 
a) biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk 
membawa properti ke kondisi yang diinginkan sehingga 
dapat digunakan sesuai dengan maksud manajemen); 
b) kerugian operasional yang terjadi sebelum properti 
investasi mencapai tingkat hunian yang direncanakan; atau 
c) pemborosan bahan baku, buruh atau sumber daya lain 
yang terjadi selama masa pembangunan atau 
pengembangan properti. 
Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, 
maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan 
antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban 
bunga selama periode kredit. 
2. Pengukuran setelah pengakuan awal 
PSAK nomor 13 mensyaratkan seluruh entitas untuk 
menentukan nilai wajar properti investasi, baik untuk tujuan 
pengukuran (jika entitas menggunakan model nilai wajar) atau 
pengungkapan (jika menggunakan model biaya). Entitas 
dianjurkan, tetapi tidak diharuskan, untuk menentukan nilai 
wajar properti investasi berdasarkan atas penilaian oleh penilai 
independen yang diakui dan memiliki kualifikasi profesional 
yang relevan serta memiliki pengalaman mutakhir di lokasi dan 
kategori properti investasi yang dinilai. 





a) memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk 
seluruh properti investasi yang menjadi agunan liabilitas 
yang menghasilkan imbalan yang terkait langsung dengan 
nilai wajar dari, atau imbalan dari, aset tertentu termasuk 
properti investasi; dan 
b) memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk 
seluruh properti investasi lain, tanpa memerhatikan pilihan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf (a). 
Beberapa penjamin dan entitas lain mengoperasikan 
dana properti internal yang menerbitkan unit-unit nosional, 
dengan beberapa unit dimiliki oleh investor dalam kontrak 
terkait dan unit lainnya yang dimiliki oleh entitas. Paragraf 32 
tidak mengizinkan entitas untuk mengukur properti yang dimiliki 
oleh dana properti internal, yang sebagian dengan biaya 
perolehan dan sebagian dengan nilai wajar. 
Jika suatu entitas memilih model-model yang berbeda 
untuk dua kategori yang diuraikan, penjualan properti investasi 
di antara kelompok aset yang diukur dengan menggunakan 
model berbeda harus diakui pada nilai wajar dan perubahan 
kumulatif dalam nilai wajar harus diakui dalam laba rugi. 
Selaras dengan itu, jika suatu properti investasi ditransfer dari 
sekelompok aset yang menggunakan model nilai wajar ke 
dalam kelompok aset yang menggunakan model biaya, maka 






2.3.4. Pengungkapan Properti Investasi 
Pengungkapan berikut diterapkan di samping 
pengungkapan lain yang diharuskan PSAK 30 (revisi 2010): Sewa. 
Sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2010), pemilik properti investasi 
melakukan pengungkapan lessor atas sewa yang telah disepakati. 
Entitas yang memegang hak atas properti investasi dalam skema 
sewa pembiayaan atau sewa operasi melakukan pengungkapan 
lessee atas sewa pembiayaan dan pengungkapan lessor atas sewa 
operasi yang telah disepakati. 
Entitas harus mengungkapkan: 
a) apakah entitas tersebut menerapkan model nilai wajar atau 
model biaya; 
b) jika menerapkan model nilai wajar, apakah, dan dalam keadaan 
bagaimana, hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa 
operasi diklasifikasikan dan dicatat sebagai properti investasi; 
c) apabila pengklasifikasian ini sulit dilakukan, kriteria yang 
digunakan untuk membedakan properti investasi dengan 
properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang 
dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari; 
d) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam 
menentukan nilai wajar dari properti investasi, yang mencakup 
pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung 
oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain 
(yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat 






e) sejauhmana penentuan nilai wajar properti investasi (yang 
diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan) didasarkan 
atas penilaian oleh penilai independen yang diakui dan memiliki 
kualifikasi profesional yang relevan serta memiliki pengalaman 
mutakhir di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai. 
Apabila tidak ada penilaian seperti itu, hal tersebut 
diungkapkan; 
f) jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk: 
1) penghasilan rental dari properti investasi; 
2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan 
pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang 
menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; 
3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan 
pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak 
menghasilkan pendapatan rental selama periode tersebut; 
dan 
4) perubahan kumulatif dalam nilai wajar yang diakui dalam 
laba rugi atas penjualan properti investasi dari sekelompok 
aset yang mana model biaya digunakan ke kelompok yang 
menggunakan model nilai wajar; 
g) eksistensi dan jumlah pembatasan atas realisasi dari properti 
investasi atau pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan 
kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau 
mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, 






2.4. Perlakuan Akuntansi Tanah dan Bangunan Menurut PSAK No.58 
2.4.1. Klasifikasi Aset 
Menurut PSAK Nomor 58, entitas mengklasifikan suatu 
aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) sebagai dimiliki untuk 
dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan secara prinsip melalui 
transaksi penjualan daripada melalui pemakaian berlanjut. 
Klasifikasi ini juga berlaku untuk kelompok aset lepasan, yaitu 
kelompok yang terdiri dari beberapa aset tunggal dan mungkin juga 
termasuk beberapa liabilitas di dalamnya, yang akan dijual dalam 
satu transaksi tunggal. 
Kriteria suatu aset tidak lancar atau kelompok lepasan 
yang dapat diklasifikasiikan sebagai aset dimiliki untuk dijual adalah 
sebagai berikut: 
(1) Aset harus tersedia dan berada dalam keadaan dapat dijual 
dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi 
(2) Aset ini sudah dipasarkan secara aktif pada harga yang cukup 
masuk akal sesuai dengan nilai wajarnya terkini. 
(3) Penjualan harus sudah diselesaikan, atau diharapkan dapat 
diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal 
klasifikasi, dan  
(4) Tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana 
tersebut sudah dilakukan sehingga mengindikasikan tidak 
mungkin terjadi perubahan signifikan atau pembatalan atas 
rencana tersebut. 
Agar penjualan tersebut sangat mungkin terjadi, entitas 





pembeli. Mungkin saja penjualan ini tidak diselesaikan dalam waktu 
12 bulan, asalkan penundaan ini bukan berasal dari kejadian yang 
berada dibawah kendali entitas dan entitas harus tetap 
berkomitmen untuk menjual aset tersebut. 
Peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan mungkin dapat 
memperpanjang periode penyelesaian penjualan menjadi lebih dari 
satu tahun. Perpanjangan periode yang diperlukan untuk 
menyelesaikan suatu penjualan tidak menghalangi 
pengklasifikasian suatu aset (atau kelompok lepasan) sebagai 
dimiliki untuk dijual jika penundaan tersebut disebabkan oleh 
peristiwa atau keadaan diluar kendali entitas tersebut dan terdapat 
cukup bukti bahwa entitas tersebut tetap berkomitmen dengan 
rencana penjualan aset tersebut. 
2.4.2. Pengukuran Aset 
Entitas harus mengukur aset tidak lancar (atau kelompok 
lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dijual pada nilai yang lebih 
rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi 
biaya untuk menjual. Ketika penjualan diperkirakan akan terjadi 
lebih dari satu tahun, maka entitas harus mengukur biaya untuk 
menjual pada nilai kininya. Peningkatan nilai kini biaya unyuk 
menjual sehubungan dengan berlalunya waktu harus disajikan 
sebagai biaya keuangan sesuai dengan PSAK terkait. 
Entitas harus mengakui rugi penurunan nilai awal 
selanjutnya atas penurunan ke nilai wajar dikurangi biaya untuk 
menjual aset (atau kelompok lepasan), sepanjang kerugian 





laba atas peningkatan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 
suatu aset yang terjadi selanjutnya. Tetapi tidak boleh melebihi 
akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui, baik sesuai 
dengan pernyataan ini atau diakui sebelumnya sesuai dengan 
PSAK 48. 
Entitas tidak boleh menyusutkan aset tidak lancar yang 
diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau selama menjadi 
bagian dari kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai 
tersedia untuk dijual. Bunga dan beban lainnya yang dapat 
diatribusikan ke liabilitas dari kelompok lepasan yang 
diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual harus tetap diakui. 
Jika entitas telah mengklasifikasikan suatu aset (atau 
kelompok lepasan) sebagai dimiliki untuk dijual, tetapi telah tidak 
memenuhi kriteria untuk diklasifikasikan untuk dijual, maka entitas 
harus menghentikan pengklasifikasian aset (atau kelompok 
lepasan) tersebut sebagai dimiliki untuk dijual. Untuk aset tidak 
lancar yang dihentikan pengklasifikasiannya sebagai dimiliki untuk 
dijual, entitas harus mengukur yang lebih rendah antara: 
(a) Jumlah tercatat aset tersebut sebelum aset (atau kelompok 
lepasan) diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, 
disesuaikan dengan penyusutan, amortisasi atau penilaian  
kembali yang telah diakui jika aset (atau kelompok lepasan) 
tersebut tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, dan 
(b) Jumlah yang dapat diperoleh kembali pada saat tanggal 





Entitas harus memasukkan penyesuaian-penyesuaian 
yang diperlukan, atas jumlah tercatat aset tidak lancar yang 
dihentikan pengklasifikasiannya sebagai dimiliki untuk dijual, ke 
dalam laporan laba rugi komprehensif dari operasi yang dilanjutkan 
pada saat kriteria tidak lagi terpenuhi. Penyesuaian-penyesuaian 
tersebut harus disajikan di pos yang sama dengan laba atau rugi 
dalam laporan laba rugi komprehensif. 
2.4.3. Penyajian dan Pengungkapan 
Komponen suatu entitas terdiri dari operasi-operasi dan 
arus kas yang dapat dibedakan secara jelas, untuk tujuan 
operasional dan pelaporan keuangan, dari komponen lain dalam 
entitas. Dengan kata lain, komponen entitas akan terdiri dari unit 
penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang dimiliki untuk 
digunakan. 
Operasi yang dihentikan adalah komponen entitas yang 
telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, 
dan mewakili lini usaha atau area geografis operasi utama yang 
terpisah, sebagai bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk 
melepaskan lini usaha besar atau area geografis operasi utama 
yang terpisah, atau entitas anak yang diperoleh secara khusus 
dengan tujuan dijual kembali. 
Entitas harus mengungkapkan: 
(a) Suatu jumlah tunggal dalam laporan laba rugi komprehensif 
yang  terdiri  dari jumlah: 





(2) Laba rugi setelah pajak yang diakui dalam mengukur nilai 
wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual atau 
pelepasan aset atau kelompok lepasan yang terkait dengan 
operasi yang dihentikan. 
(b) Analisa terhadap jumlah tunggal dalam huruf (a) terhadap: 
(1) Pendapatan, beban, dan laba atau rugi sebelum pajak dari 
operasi yang dihentikan 
(2) Beban pajak penghasilan yang terkait, sesuai dengan 
PSAK 46 
(3) Laba atau rugi yang diakui dalam pengukuran ke nilai wajar 
setelah dikurangi biaya untuk menjual atau pelepasan aset 
atau kelompok lepasan aset yang terkait dengan operasi 
yang dihentikan, dan 
(4) Beban pajak penghasilan yang terkait yang sesuai dengan 
PSAK 46, 
Analisa tersebut dapat disajikan dalam catatan atas laporan 
keuangan atau laporan laba rugi komprehensif. Jika analisa 
tersebut disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif, maka 
harus disajikan dalam bagian yang dapat diidentifikasikan 
dengan operasi yang dihentikan, misalkan disajikan secara 
terpisah dari operasi yang dilanjutkan. Analisa ini tidak 
diharuskan untuk kelompok lepasan yang merupakan entitas 
anak yang baru diperoleh yang memenuhi keriteria sebagai 
tersedia untuk dijual dalam akuisisi. 
(c) Arus kas neto yang dapat diatribusikan ke aktivitas operasi, 





Pengungkapan ini dapat disajikan dalam catatan atas laporan 
keuangan atau laporan keuangan. Pengungkapan ini tidak 
diisyaratkan untuk kelompok lepasan dan merupakan entitas 
anak yang baru diperoleh dan memenuhi kriteria sebagai 
tersedia untuk dijual pada saat perolehan. 
(d) Jumlah penghasilan dari operasi yang dilanjutkan dan operasi 
dihentikan yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk 
perusahaan. Pengungkapan ini dapat disajikan dalam catatan 
atas laporan keuangan atau dalam laporan laba rugi 
komprehensif. 
Penyesuaian-penyesuaian dalam periode berjalan atas 
jumlah yang sebelumnya disajikan dalam operasi dihentikan, yang 
secara langsung terkait dengan pelepasan operasi yang telah 
dihentikan pada periode sebelumnya, harus diklasifikasikan secara 
terpisah dalam operasi yang dihentikan. Sifat dan jumlah  
penyesuaian tersebut harus diungkapkan. Contoh keadaan 
penyesuaian tersebut dapat timbul termasuk sebagai berikut: 
(a) Keputusan penyelesaian ketidakpastian yang timbul dari 
persyaratan transaksi pelepasan, seperti penyelesaian 
penyesuaian harga beli dan masalah ganti rugi dengan 
pembeli. 
(b) Keputusan penyelesaian ketidakpastian yang timbul dari dan 
secara langsung terkait dengan operasi dari komponen 
sebelum dilepaskan, seperti kewajiban jaminan produk dan 





(c) Penyelesaian kewajiban program imbalan kerja yang 
penyelesaiannya terkait secara langsung dengan transaksi 
pelepasan tersebut. 
Jika entitas yang berhenti untuk mengklasifikasikan suatu 
komponen dari entitas sebagai dimiliki untuk dijual, maka hasil 
operasi komponen tersebut yang sebelumnya disajikan dalam 
operasi dihentikan, harus diklasifikasikan kembali dan termasuk 
dalam penghasilan dari operasi yang dilanjutkan untuk semua 
periode sajian. Jumlah untuk periode sebelumnya harus dijelaskan 
bahwa telah dilakukan penyajian kembali. 
Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki 
untuk dijual dan kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai 
dimiliki untuk dijual harus disajikan secara terpisah dari aset-aset 
lainnya dalam laporan posisi keuangan. Liabilitas dalam kelompok 
lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual harus 
disajikan secara terpisah dari liabilitas lainnya dalam laporan posisi 
keuangan. Aset dan liabilitas ini tidak boleh saling hapus dan 
disajikan sebagai satu jumlah tunggal.  
Entitas harus mengungkapkan informasi berikut ini dalam 
catatan atas laporan keuangan untuk periode aset tidak lancar (atau 
kelompok lepasan) telah diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual 







(a) Deskripsi aset tidak lancar (atau kelompok lepasan). 
(b) Deskripsi fakta dan keadaan dari penjualan, atau yang 
mengarah kepada pelepasan yang diharapkan, cara dan waktu 
pelepasan tersebut. 
(c) Laba atau rugi jika tidak disajikan secara terpisah dalam 
laporan laba rugi komprehensif, dijelaskan judul pos dalam 
laporan laba rugi komprehensif yang didalamnya terdapat laba 
atau rugi tersebut. 
(d) Jika dapat diterapkan, pelaporan segmen dari aset tidak lancar 
(atau kelompok lepasan) disajikan sesuai dengan PSAK 5. 
 
2.5. Pengukuran dan Penilaian Historical Cost 
Harapan bahwa laporan keuangan auditan sendiri akan 
memberikan basis yang cukup untuk berinvestasi mencerminkan 
ketidakpahaman yang serius atas prinsip dan metode akuntansi publik. 
Nilai sebagian besar aset dan kewajiban dicatat pada neraca berdasarkan 
historical cost yaitu jumlah yang dibayar untuk aset individual dan terjadi 
untuk kewajiban pada saat diperoleh atau diambil, dikurangi depresiasi dan 
amortisasi. Oleh karena itu, balance sheet tidak perlu dan secara umum 
tidak mengungkapkan nilai yang dapat diperoleh jika aset tersebut dijual 
atau kewajiban dilunasi.  
Akuntansi biaya historis adalah nilai moneter dari ekonomi asli 
Didasarkan pada asumsi biaya historis dari unit pengukuran yang stabil. 
Dalam beberapa keadaan, aset dan kewajiban dapat ditampilkan pada 
biaya historis, seakan tidak ada perubahan nilai sejak tanggal akuisisi. 





dikritik karena ketidaktelitiannya. Berbagai perbaikan pada biaya historis 
yang digunakan, banyak yang membutuhkan penggunaan berhenti dan 
manajemen dapat sulit untuk melaksanakan atau memverifikasi. 
Kecenderungan dalam standar akuntansi adalah gerakan refleksi yang 
lebih akurat dari nilai wajar atau pasar, bahkan jika prinsip biaya historis 
tetap digunakan, terutama untuk aset penting kecil. 
 
2.6. Pengukuran dan Penilaian Fair Value 
Sejak akuntansi pertama kali ditemukan, pelaporan keuangan 
telah diatur sedemikian rupa sehingga laporan keuangan dapat menyajikan 
informasi yang benar-benar dapat diandalkan untuk pengambilan 
keputusan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, akuntan menemukan 
banyak celah dalam pendekatan-pendekatan pelaporan keuangan yang 
telah ada, untuk melakukan fraud (kecurangan). Hal ini merupakan salah 
satu sebab munculnya pengaturan akuntansi baru yang berbasis prinsip 
yaitu IFRS (International Financial Reporting Standard). 
Dalam IFRS dikembangkanlah pendekatan-pendekatan baru 
dalam pelaporan keuangan untuk meningkatkan transparansi, 
akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan. Misalnya, 
ditingkatkannya pengungkapan informasi kualitatif transaksi, pengaturan 
untuk pelaporan keuangan menggunakan pendekatan prinsip bukan lagi 
aturan, dihapusnya pos-pos luar biasa, penyajian laporan keuangan diubah 
untuk mencerminkan sifat laporan keuangan, dan penggunaan pendekatan 
pengukuran nilai wajar (fair value). 
Tujuan dari pengukuran nilai wajar adalah untuk menentukan 





saat membeli aset pada tanggal pengukuran. Sebuah pengukuran nilai 
wajar mengasumsikan dengan harga tertinggi dan terbaik atas yang 
digunakan/dimiliki aset oleh pelaku pasar, mengingat penggunaan aset 
yang secara fisik mungkin, diizinkan secara hukum, dan financial layak 
dengan waktu pengukuran. 
Secara garis besar, harga Tertinggi dan Terbaik mengacu pada 
penggunaan aset oleh pelaku pasar yang akan memaksimalkan nilai aset 
atau kelompok aset di mana aset akan digunakan. Penggunaan Tertinggi 
dan Terbaik ditentukan berdasarkan penggunaan aset oleh pelaku pasar, 
bahkan jika digunakan aset oleh entitas pelaporan berbeda. 
Dalam penilaian nilai wajar properti (tanah dan bangunan) dikenal 
tiga metode yang biasa digunakan (MAPPI dan GAPPI 2007:PPPI1:8), 
yaitu: 
1. Metode perbandingan data pasar 
Pendekatan ini sangat baik dipergunakan bila terdapat 
penjualan property yang sangat serupa dan mirip dengan properti 
yang akan dinilai pada saat dilakukan penilaian. Indikasi nilai dengan 
pendekatan ini diperoleh dengan membandingkan properti yang 
dinilai dengan properti yang serupa, yang disebut properti 
pembanding atau Comparable Properties. Harga penjualan properti 
yang karakteristiknya paling mendekati properti yang dinilai 
cenderung akan mempengaruhi kisaran atau range indikasi nilai dari 
properti yang dinilai tersebut. 
Sumber-sumber data yang dapat dipakai untuk 







b. Perusahaan-perusahaan asuransi 
c. Agen real estate atau “Broker”. 
d. Pemerintahan : Lurah, Camat, Kantor Agraria, Notaris. 
e. Iklan-iklan, surat kabar, majalah, papan pengumuman. 
f. Orang-orang yang berhubungan langsung dengan transaksi. 
g. Arsip penilai. 
Setelah memperhatikan elemen pembanding diatas, maka terhadap 
properti pembanding dilakukakan penyesuaian dengan memandang 
properti yang dinilai. Penyesuaian dilakukan terhadap harga jual 
properti pembanding, karena harganya sudah diketahui sedangkan 
harga property yang dinilai belum diketahui harganya. Dengan 
prosedur pernadingan ini, penilai memperkirakan nilai yang 
diinginkan pada saat penilaian. 
2. Metode pendekatan pendapatan 
Metode ini digunakan untuk menilai suatu properti yang 
dapat menghasilkan pendapatan karena sewa. Metode ini digunakan 
terutama apabila properti yang akan dinilai dapat menghasilkan 
pendapatan secara terus menerus. Selain itu dianggap properti itu 
menhasilkan pendapatan yang tetap. Apabila property yang akan 
dinilai tersebut tidak disewakan, penilai dapat mengambil data sewa 
dari perbandingan sewa properti yang sejenis di lokasi, dimana 
property yang dinilai atau data sewa di lokasi yang sejenis. Dengan 
demikian dasar pemikiran dari metode pendekatan pendapatan 
(Income Approach) yaitu : Nilai pasar wajar dari suatu harta tetap 





untuk mendatangkan pendapatan. Persyaratan yang harus dipenuhi 
untuk dapat digunakan metode pendekatan pendapatan (Income 
Approach), dalam menilai suatu properti komersial adalah : 
a. Pendapatan bersih pertahun tidak pernah berubah jumlahnya 
selama masa investasi. 
b. Lamanya investasi sifatnya tidak terhingga. Dalam pendekatan 
kapitalisasi pendapatan ini, pendapatan bersih tahunan atau 
keuntungan di masa yang akan datang dari kepemilikan suatu 
property dihitung nilai sekarangnya (present value). 
3. Metode biaya pengganti terdepresiasi 
Pendekatan ini didasarkan pada pengertian bahwa pelaku 
pasar berperan menghubungkan nilai dengan biaya. Dalam 
pendekatan ini nilai suatu properti diperoleh dengan menjumlahkan 
perkiraan nilai tanah yang didapat dari data pasar dengan biaya 
reproduksi atau biaya penggantian untuk bangunan dan 
mengurangkan total depresiasi pada hasilnya. Indikasi nilai yang 
diberikan mengandung unsur keuntungan pengusaha. Pendekatan ini 
sangat berguna dalam menilai bangunan yang baru didirikan atau 
properti yang tidak sering dijumpai di pasaran, sehingga sulit 
menemukan pembandingnya. Teknik pendekatan biaya ini juga 
berguna untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam 
pendekatan data pembanding pasar atau sales comparison dan biaya 
pendirian suatu bangunan dapat diperoleh dari estimator, developer, 
dan kontraktor. Sedangkan depresiasi diperoleh melalui riset pasar 
dan penerapan prosedur penilaian tertentu. Perkiraan nilai bangunan 






3.1. Objek Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada 
perusahaan Perum Perumnas Regional VII Makassar yang berlokasi di  Jl. 
Letjend Hertasning PO. BOX. 1181 Makassar 
 
3.2. Jenis dan Sumber Data 
3.2.1. Jenis Data  
1. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi 
baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, seperti : metode dan 
proses pengakuan dan perlakuan tanah dan bangunan, laporan 
keuangan. 
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan 
berupa angka-angka, seperti : jumlah aset tetap, jumlah 
persedian tanah dan bangunan dan yang berhubungan dengan 
penulisan ini. 
3.2.2. Sumber Data 
1. Data Primer adalah data yang bersumber dari obyek penelitian 
baik lisan maupun tulisan, misalnya dalam laporan yang ada 
kaitannya dengan masalah yang dibahas. 
2. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari luar obyek 







3.3. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu: 
1. Studi Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan teori yang 
relevan terhadap permasalahan yang diteliti dan melakukan studi 
pustaka terhadap literatur dan bahan pustaka lainnya seperti artikel, 
jurnal, buku dan penelitian terdahulu. 
2. Studi lapang (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan dengan jalan observasi lapang, wawancara 
karyawan maupun pimpinan perusahaan, sehingga dapat diperoleh 
data yang diinginkan. 
 
3.4. Metode Analisis 
Data yang terkumpul yang terdiri dari catatan lapangan, kementar 
peneliti, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan lainnya, akan diolah 
dan dianalisis dengan menggunakan analisis interpretif kualitatif, tanpa 
menggunakan teknik kuantitatif. Analisis interpretif kualitatif merupakan 
suatu teknik dimana peneliti menginterprestasikan arti data-data yang telah 
terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin 
aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga diperoleh gambaran 
secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.  
Secara umum interpretif merupakan sebuah sistem sosial yang 
memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi (Newman 
1997:68). Interpretif menyatakan situasi sosial mengandung ambiguitas 
yang besar. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki makna yang banyak 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
  
4.1. Deskripsi Objek Penelitian 
4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 
Perusahan Umum Pembangunan Perumahan Nasional 
atau disingkat Perum Perumnas didirikan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 tanggal 18 juli 1974. Modal dasar 
perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, modal 
perusahaan tidak terbagi-bagi atas saham dan besarnya modal 
perusahaan oleh menteri keuangan sebagai pemilik perusahaan. 
Sumber pendapatan/penghasilan perusahaan diperoleh 
dari penerimaan yang berhubungan dengan pengelolaan, 
pengaturan, penjualan, penyewaan rumah dan bangunan lainnya 
beserta tanah dan prasarana lingkungan yang dikuasainya. 
Sedangkan secara teknis yang menetapkan kebijakan umum 
mengenai tujuan dan usaha perusahaan ditetapkan oleh menteri 
pemukiman dan prasarana wilayah. 
Perusahaan dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri dari 
seorang direktur utama dan sebanyak-banyaknya empat direktur 
sesuai dengan bidang yang dikelolanya. Direktur utama 
bertanggung jawab kepada, dan menerima petunjuk-petunjuk dari 






Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah melalui 
Presiden RI, telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 
tanggal 25 Oktober 1988, tentang penyempurnaan operasional 
Perum Perumnas sebagai landasan hukum yang dapat digunakan 
untuk mengelola perusahaan. Setiap berakhirnya tahun buku, 
Perum Perumnas diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan 
laporan keuangan tersebut diserahkan kepada Menteri Keuangan, 
Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan Dewan Pengawas. 
Direksi diberi wewenang untuk mengangkat dan menghentikan 
karyawan perusahaan sesuai dengan kebutuhan. 
Semakin berkembangnya perusahaan dan jangkauan kerja 
yang lebih luas, direksi membentuk kantor-kantor regional. Sesuai 
dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : Dirut/80/KPTS/10/99 
tanggal 30 Juli 1999 dibentuklah kantor-kantor cabang bertanggung 
jawab untuk menghasilkan keuntungan dengan menjual produk. 
Manajer cabang bertanggung jawab kepada manajer 
umum kantor regional. Dalam hirarki yang ada manajer cabang 
tidak bertanggung jawab kepada direksi. Perum Perumnas Regional 
VII adalah salah satu cabang kantor induk untuk wilayah bagian 
timur yang memiliki cabang meliputi beberapa lokasi antara lain : 
1. Cabang Sulawesi Utara 
2. Cabang Gorontalo 
3. Cabang Sulawesi Tengah 
4. Cabang Sulawesi Tenggara 
5. Cabang Sulawesi Selatan I 





7. Cabang Sulawesi Selatan III 
8. Cabang Maluku 
9. Cabang Papua 
Visi perusahaan adalah menjadi pelaku utama dalam 
penyediaan perumahan dan permukiman di Indonesia. 
1. Pelaku Utama 
Mampu menjadi market leader dengan minimum 20% pangsa 
pasar secara fisik. Memiliki land bank yang terbesar di 
Indonesia dengan minimum 20.000 hektar, 20% berada di 
perkotaan. 
2. Perumahan 
Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke 
bawah mengacu ketentuan pemerintah. 
3. Permukiman 
Membangun perumahan dengan skala besar dengan fasilitas 
penunjang. 
Adapun misi Perusahaan: 
1. Menyediakan perumahan dan permukiman yang berkualitas 
(sesuai dengan ekspektasi pelanggan) dan bernilai bagi 
masyarakat. 
2. Memberikan kepuasan pelanggan secara berkesinambungan. 
3. Mengembangkan dan memberdayakan profesionalisme serta 
meningkatkan kesejahteraan karyawan. 
4. Menerapkan manajemen perusahaan yang efisien dan efektif. 
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4.1.3. Pembagian Tugas dan Wewenang 
Adanya struktur organisasi cabang menunjukkan 
pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih jelas, setiap 
bagian mempunyai spesifikasi kerja yang berbeda. Setiap bagian 
pada kantor cabang mempunyai tugas pokok yang tidak dapat 
diambil alih kewenangannya oleh bagian lain kecuali jika ditentukan 
kemudian. Adapun tugas pokok masing-masing bagian secara 
umum adalah sebagai berikut : 
1. Tugas pokok General Manager Regional 
a. Memimpin para Manajer Bagian di kantor regional, Manajer 
Cabang untuk menyusun rencana kerja dan anggaran 
kantor regional. 
b. Mengelola sumber daya dan dana dalam lingkungan kantor 
regional untuk melaksanakan kegiatan usaha. 
c. Memberikan penugasan, pengendalian, pembinaan dan 
penilaian kerja kepada para Manajer Bagian kantor 
regional dan Manajer Cabang. 
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait 
untuk mencapai sasaran kegiatan usaha. 
2. Tugas pokok Deputy General Manager Regional 
Membantu General Manager dalam menjalankan 
tugas-tugasnya apabila General Manager berhalangan. 
Memimpin penyelenggaraan kegiatan kantor khususnya dalam 
hal penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian rencana kerja 
dan anggaran kantor regional, pengelolaan data dan informasi 





umum, perlengkapan, kearsipan kepegawaian, pembinaan 
kemitraan dan bina lingkungan serta hukum di kantor regional, 
cabang, dan lokasi. 
3. Tugas pokok Manajer Perencanaan, Pertanahan, Produksi dan 
Pengelolaan Peremejaan Lingkungan 
a. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan yang meliputi 
analisa kelayakan lokasi, analisa pemanfaatan lahan, 
perencanaan kawasan, prencanaan teknis dan analisa 
pengaruh dampak lingkungan. 
b. Mengadakan koordinasi teknis dan administrasi dengan 
Manajer Pemasaran, Manajer Keuangan serta cabang 
terkait untuk menyelenggarakan perencanaan. 
c. Menyusun sasaran, rencana kerja dan anggaran bagian 
produksi dan P2L. 
d. Memberi tugas, pengendalian, dan penilaian terhadap 
Asisten Manajer serta mengadakan koordinasi dengan 
General Manager. 
e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup 
bagian produksi dan P2L. 
4. Tugas pokok Asisten Manajer Sub Bagian Perencanaan dan 
Pertanahan 
a. Melaksanakan pemilihan lokasi bersama dengan Asisten 
Manajer Pertanahan dan Asisten Manajer Pemasaran. 
b. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemilihan lokasi, 





melalui sidang lokasi, melaksanakan pembinaan SDM 
dalam lingkungan tugas dan tanggung jawabnya. 
c. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan penyediaan 
tanah meliputi aspek site selection sampai dengan mutasi 
hak serta pengadmisnistrasian dokumen-dokumen teknis 
yang terkait. 
d. Melaksanakan pengamanan fisik tanah. 
5. Tugas pokok Asisten Manajer Sub Bagian Produksi dan 
Pengelolaan Peremajaan Lingkungan 
a. Melaksanakan kegiatan pembangunan rumah beserta 
sarana dan prasarananya melalui swakelola dan mitra kerja 
meliputi aspek pemberian pekerjaan, pelaksanaan 
pengawasan dan pengendalian pelaksanaan. 
b. Menyelenggarakan peremajaan lingkungan sejak studi 
kelayakan  sampai dengan pengelolaan, meliputi kegiatan 
pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan dan eksploitasi 
melalui mitra kerja atau swakelola. 
6. Tugas pokok Manajer Pemasaran / Penjualan 
a. Menyusun sasaran rencana kerja dan anggaran bagian 
pemasaran / penjualan. 
b. Melakukan riset pasar, strategi pemasaran, program 
kehumasan dan pomosi. 
c. Melakukan koordinasi dengan Manajer dan General 







7. Tugas pokok Asisten Manajer Sub Bagian Penjualan dan JNT 
a. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi penjualan 
dan jasa nilai tambah beserta perbaikan-perbaikannya. 
b. Membina dan mengendalikan pemasaran dan penjualan 
yang dilakukan oleh kantor cabang maupun kantor-kantor 
unit. 
c. Merekrut, membina dan menugaskan kepada para mitra 
penjualan untuk menjual produk perusahaan. 
d. Melaksanakan pembinaan SDM dalam lingkup dan 
tanggung jawabnya. 
e. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan (penerbitan atau 
pelaporan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan 
dan pretensian) data dan informasi mengenai penjualan 
dan jasa nilai tambah. 
8. Tugas pokok Asisten Manajer Sub Bagian Kerja Sama Operasi 
dan Humas 
a. Melakukan kerja sama operasi, dan strategi pemasarannya 
termasuk cara promosi dan strategi harga dan bagi hasil. 
b. Melakukan monitoring pengendalian kerja sama operasi 
dan kegiatan humas sekaligus membantu Manajer 
Pemasaran dalam menyelenggarakan pemasaran. 
9. Tugas pokok Manajer Keuangan 
a. Menyusun sasaran rencana kerja dan anggaran bagian 
keuangan. 
b. Melakukan kegiatan pengelolaan dana perusaan melalui 





c. Melaksanakan pengendalian kegiatan pengelolaan 
keuangan dikantor regional dan kantor cabang. 
10. Tugas pokok Manajer Sub Bagian Kepegawaian  
a. Menyelenggarakan pengelolaan SDM dikantor regional, 
kantor cabang. 
b. Penyelengaraan administrasi kepegawaian serta 
melaksanakan pembinaan SDM. 
11. Tugas pokok Manajer Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan 
Kearsipan  
Melaksanakan kegiatan pengarsipan, perlengkapan dan 
umum dalam lingkungan kantor regional dan kantor cabang. 
12. Tugas pokok Manajer Sub Bagian Hukum 
a. Melaksanakan pengumpulan data dan masalah-masalah 
atau perselisihan yang dihadapi oleh kantor regional, 
kantor cabang. 
b. Penyelenggaraan administrasi yang mencakup produk 
hukum dalam kegiatan usaha kantor regional. 
13. Tugas pokok Manajer Sub Bagian Dana 
a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dana kantor regional, 
membina dan mengendalikan dana kantor cabang.              
b. Bekerjasama dengan Asisten Manager Akutansi membantu 








14. Tegas pokok Manajer Sub Bagian Akutansi  
a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan akutansi kantor 
regional, membina dan mengendalikan kegiatan akutansi 
kantor cabang. 
b. Bekerjasama dengan asisten Manajer Dana membantu 
Manajer Keuangan dalam melaksanakan tugas 
penyelenggaraan keuangan. 
15. Tugas pokok Manajer Sub Bagian Program Usaha Data data 
dan Informasi  
a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan data dan 
informasi guna penyusunan dan pengendalian rencana 
kerja dan anggaran kantor regional dan kantor cabang. 
b. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi kegiatan 
program usaha data informasi. 
 
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.2.1. Pengukuran tanah dan bangunan menurut Perum Perumnas 
Pengukuran nilai dari tanah dan bangunan pada Perum 
Perumnas dilakukan dengan melihat nilai dari harga perolehan aset 
tersebut. Contohnya pengukuran nilai tanah siap jual terdiri dari 
biaya pembebasan tanah, biaya konstruksi untuk pematangan 
tanah, dan biaya overhead dari tanah tersebut. 
Pengukuran nilai dari bangunan siap jual Perum Perumnas 
juga dilihat dari harga perolehan bangunan tersebut, mulai dari  
harga perolehan tanah bangunan, biaya pematangan tanah, biaya 





pengukuran nilai dari bangunan yang diklasifikasikan dalam aset 
tidak lancar diukur dengan melilhat nilai perolehan dari bangunan 
tersebut dikurangi akumulasi penyusutan bangunan. 
Hal ini diungkapkan oleh asisten manajer keuangan Perum 
Perumnas Soharinal Darusin, sebagai berikut: 
“Perum Perumnas memang belum mengakui secara 
terpisah tanah dan bangunan yang dulunya diklasifikasikan 
sebagai aset tidak lancar perusahaan kemudian 
diberhentikan pemakaiannya untuk dijual dalam neraca dan 
dalam hal pengukuran nilainya Perum Perum perumnas 
masih menggunakan nilai buku aset (historical cost).” 
 
Berdasarkan keterangan asisten manager keuangan 
Perum Perumnas ini dapat disimpulkan dalam pengukuran nilai 
tanah dan bangunan yang diberhentikan pemakaiannya dan siap 
dijual belum merujuk pada PSAK nomor 58 yang mengatur hal 
tersebut. 
Nilai sebagian besar aset dan kewajiban dicatat pada 
neraca berdasarkan historical cost yaitu jumlah yang dibayar untuk 
aset individual dan terjadi untuk kewajiban pada saat diperoleh atau 
diambil, dikurangi depresiasi dan amortisasi. Oleh karena itu, 
balance sheet tidak perlu dan secara umum tidak mengungkapkan 
nilai yang dapat diperoleh jika aset tersebut dijual atau kewajiban 
dilunasi. Kenyataannya, angka-angka pada neraca tidak 
disesuaikan dengan perubahan daya beli dollar. 
Alasan utama mengapa masih banyak perusahaan yang 
masih menggunakan historical cost adalah estimasi handal atas 
nilai pasar dari hampir semua aset perusahaan secara umum sulit 





bergantung pada variabel-variabel seperti jumlah yang dibeli, 
kondisi pasar ketika dibeli, dan ketersediaan kutipan harga yang 
handal. 
Kegunaan historical cost pada akuntansi sudah banyak 
ditentang. Mereka yang mempertahankan historical cost memiliki 
argumentasi yang menganggap bahwa: 
1. Relevan dalam pembuatan keputusan ekonomi, bagi manajer 
dalam membuat keputusan masa depan, diperlukan transaksi 
masa lalu. 
2. Nilai Historis berdasarkan data objektif, yang dapat dipercaya, 
dapat diaudit, dan lebih sulit untuk dimanipulasi bila 
dibandingkan dengan nilai lain misalkan current cost ataupun 
replacement cost. 
3. Memudahkan untuk melakukan perbandingan baik indrustri, 
maupun antar waktu untuk suatu indrustri. 
Kelebihan penggunaan historical cost, juga diikuti dengan 
kelemahan-kelemahannya antara lain: 
1. Adanya pembebanan biaya yang terlalu kecil karena 
pendapatan untuk suatu hal tertentu pada saat tertentu akan 
dibebani biaya yang didasarkan pada suatu nilai uang yang 
telah ditetapkan beberapa periode yang lalu pada saat 
pencatatan terjadinya biaya tersebut. 
2. Nilai aset yang dicatat dalam neraca akan mempunyai nilai 
yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan perkembangan 
harga daya beli uang terakhir. Di samping itu juga terjadi 





asing yang dikuasai perusahaan sehingga mengalami kesulitan 
dalam perhitungan selisih kurs yang tepat.  
3. Alokasi biaya untuk depresiasi, amortisasi akan dibebankan 
terlalu kecil dan mengakibatkan laba dihitung terlalu besar. 
4. Laba/rugi yang terjadi yang dihasilkan oleh perhitungan 
laba/rugi yang didasarkan pada asumsi adanya stable 
monetary unit tersebut tidaklah riil apabila diukur dengan 
perkembangan daya beli uang yang sedang berlangsung. 
5. Di samping hal-hal di atas akan timbul kesulitan-kesulitan bagi 
manajemen perusahaan apabila harus mendasarkan pada 
laporan akuntansi yang disusun atas dasar asumsi. 
Karena permasalahan inilah, muncul kritik pedas pihak 
tertentu kepada kegunaan laporan keuangan ketika kenyataannya 
nilai pasar dari aset selalu berubah. Mereka menyatakan informasi 
yang disajikan laporan keuangan justru sia-sia karena nilai-nilai 
yang terdapat di dalamnya tidak relevan dan tidak sesuai dengan 
kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, muncul ide menggunakan 
model fair value accounting yang berbeda dari historical accounting 
yang selama ini dipakai 
Aset tetap Perum Perumnas yang dinilai berdasarkan 
historical cost pada tahun 2013. Aset ini berupa tanah dan 
bangunan yang disusutkan dengan metode garis lurus. Berikut data 
aset tanah dan bangunan tersebut: 
Tabel 4.1 Data pelepasan aset tetap 






Rumah dinas 2005 40 tahun 546.000.000 





Perhitungan nilai dengan metode historical cost sebagai berikut: 
penyusutan aset tetap per tahun  
penyusutan aset tetap per tahun  
penyusutan aset tetap per tahun  
akumulasi penyusutan sampai dengan tahun 2013 : 
=  
=  
= 109.200.000 + 3.412.500 = 112.612.500 
Nilai buku aset tetap =  
Nilai buku aset tetap =  
Penilaian aset tetap pada tahun 2013 yang dilakukan 
Perum Perumnas dengan menggunakan model historical cost dan 
metode penyusutan garis lurus (straight line method) menghasilkan 
nilai buku sebesar Rp. 324.187.500. 
4.2.2. Pengukuran Tanah dan Bangunan Model Fair Value 
Fair Value Accounting merupakan pendekatan yang 
berorientasi masa depan, karena fakta bahwa aset harus 
mengevaluasi ulang. Tetapi pendekatan ini tidak membedakan 
antara berbagai jenis risiko, misalnya risiko tingkat bunga, nilai tukar 
risiko, tetapi mereka termasuk dalam perhitungan nilai wajar. 
Perubahan suku bunga atau dalam risiko mempengaruhi nilai wajar 
aset. 
FASB baru-baru ini mengeluarkan draft mengenai 
pengukuran fair value untuk mengembangkan konsistensi, reliability 





kewajiban yang dilaporkan. Ini digambarkan fair value sebagai 
harga dimana aset dan liability dapat dipertukarkan pada tranksaksi 
lancar antara yang banyak mengetahui, tidak  berhubungan dengan 
pihak yang sukarela (FASB 2004, para. 4) Karena sasaran dari 
pengukuran fair value untuk menaksir harga pertukaran dalam 
ketidaknyataan suatu transaksi, FASB bergulat dengan keandalan 
pengukuran fair value, keandalan ukuran-ukuran ini dibandingkan 
dengan keandalan dari ukuran-ukuran lain didasarkan pada 
penilaian-penilaian dan perkiraan-perkiraan, dan penyebab ukuran-
ukuran yang tak dapat dipercaya. 
Dalam Buletin Akuntan Muda edisi April 2011 dikatakan 
bahwa terdapat tiga hirarki dalam mengestimasi fair value, yaitu 
dengan menggunakan nilai pasar, komparasi dengan harga pasar 
dari item yang dapat diperbandingkan dengan item yang dinilai, dan 
dengan menggunakan estimasi. Meskipun fair value dapat diukur 
dengan menggunakan current market value, namun tidak berarti fair 
value itu sepenuhnya adalah current market value. Untuk item-item 
tertentu di dalam laporan keuangan yang berasal dari transaksi 
yang lazim terjadi (arm’s length transaction) dan harga-harganya 
juga dapat dengan mudah diukur dengan harga pasar, fair value 
dapat diukur dengan menggunakan current market value. 
Pengukuran fair value seperti ini disebut juga dengan mark to 
market. Namun untuk item-item yang harga pasarnya tidak tersedia, 
fair value diukur dengan menggunakan model penilaian yang 
didasarkan atas perhitungan-perhitungan dan estimasi tertentu. 





model. Dengan demikian penggunaan fair value sesungguhnya 
dapat menimbulkan implikasi yang bersifat subyektif terutama yang 
berkaitan dengan penilaian. 
Kelebihan model fair value dibandingkan dengan model 
historical cost adalah : 
1. Relevance. Banyak orang percaya bahwa standard akuntansi 
historical cost telah banyak kehilangan relevansinya karena 
kegagalannya mengukur realitas ekonomi. Hampir semua 
orang setuju bahwa peristiwa ekonomi yaitu, kejadian yang 
mengubah waktu kapan arus kas diterima dan jumlahnya yang 
akan datang harus tercermin (terungkap) dalam laporan 
keuangan lembaga. Akan tetapi, seringkali model historical cost 
hanya mengukur transaksi sudah selesai dan gagal mengakui 
adanya perubahan nilai riil lain yang dapat terjadi. 
2. Reliability. Masalah yang selalu ada yang tidak dapat dihindari 
adalah bahwa model akuntansi berdasarkan historical cost 
tidak mengakui adanya perubahan nilai bersifat ekonomis, dan 
cenderung membiarkan perusahaan memilih sendiri apakah 
dan kapan mengakui adanya perubahan tersebut. Ini 
mendorong adanya bias dalam pemilihan apa yang dilaporkan, 
dan memperburuk kompromi kenetralan dan dipercayainya 
informasi keuangan. 
Terlepas dari kelebihan yang dimiliki fair value, juga terdapat 





1. Fair value berusaha menyediakan informasi yang transparan 
dengan menilai aset pada tingkat harga yang dihasilkan jika 
segera dilikuidasi-sehingga sangat sensitif terhadap pasar. 
2. Fair value Accounting bekerja melalui akuntansi mark-to-market 
(MTM), yaitu aset dicantumkan pada harga pasar mereka jika 
diperdagangkan secara terbuka. Menggunakan akuntansi 
mark-to-market akan berakibat perubahan yang terus-menerus 
pada laporan keuangan perusahaan ketika nilai aset 
mengalami kenaikan dan penurunan serta laba dan rugi yang 
dicatat. Hal ini membuat semakin sulit untuk memastikan 
apakah laba dan rugi diakibatkan oleh keputusan bisnis yang 
dibuat manajemen atau oleh perubahan yang terjadi di pasar. 
3. Volatility. Lembaga keuangan mengatakan bahwa mereka takut 
akuntansi berdasarkan pasar akan menyebabkan volatility 
kinerja lembaga (karena semakin mudahnya nilai item-item aset 
dan liabilitas berfluktuasi). Laporan keuangan lembaga 
keuangan yang kurang efektif dalam mengelola risiko akan 
tercermin pada volatility yang selalu ada dalam setiap 
usahanya. Para investor dan kreditur akan memiliki informasi 
yang lebih berguna dan relevan dalam membedakan risiko 
antar perusahaan, ketika mengambil keputusan investasi dan 
keputusan pemberian kredit. 
Berikut contoh pengukuran menggunakan model fair value 
metode harga pasar dengan data yang sama yang telah didapatkan 
dari Perum Perumnas terhadap pelepasan aset tetapnya. Berikut 





1. Luas tanah aset  
2. Denah bangunan (terlampir) 
3. Garis sempadan bangunan (GSB) sebesar 6 m 
4. Koefisien dasar bangunan (KDB) sebesar 80% 
5. Koefisien lantai bangunan (KLB) sebesar 1,6 
6. Tinggi bangunan maksimum 2 lantai 





Koefisien dasar bangunan =  
Koefisien lantai bangunan =  
luas bangunan maksimum =  
 
luas bangunan lantai 1 =  
luas bangunan lantai 1 =  
luas bangunan lantai 1 =  
Dengan melihat perhitungan luas bangunan lantai satu 
sebesar 65,84 , maka pembangunan atas rumah tersebut tidak 
melanggar aturan pemerintah tentang tata kota tentang koefisien 
dasar bangunan. KDB adalah perbandingan lantai dasar bangunan 
dengan luas semua lahan yang dimiliki. Hal ini menjadi penting 
karena luas bangunan yang melanggar aturan tata kota akan tidak 






luas bangunan lantai 2 =  
luas bangunan lantai 2 =  
luas bangunan lantai 2 =  
 
total luas bangunan =  
total luas bangunan =  
dari perhitungan luas bangunan yang sebesar , maka 
pembangunan rumah tersebut juga tidak melanggar peraturan tata 
kota tentang koefisien lantai bangunan. Koefisien lantai bangunan 
adalah nilai perbandingan jumlah total lantai bangunan terhadap 
luas lahan keseluruhan bangunan tersebut berada. KLb 
menetapkan besaran maksimal luas lantai yang dapat dibangun 
bagi masing-masing peruntukan lahan. Sama halnya dengan KDB, 
jika luas bangunan yang melanggar KLB ini akan tidak dihitung 
dalam penilaian. 
                  Tabel 4.2 perhitungan fair value dengan data pembanding 



































Rp. 520.000.000 Rp.620.000.000 Rp. 455.760.000 









Rp. 5.505.000 Rp. 4.518.000  Rp. 5.307.500 Rp. 6.690.000 
Sumber : survei data pasar 
Nilai wajar =   
Nilai wajar =  
Nilai wajar =  
Nilai wajar = Rp. 791.888.800 
Penilaian aset tetap pada tahun 2013 yang dilakukan Perum 
Perumnas jika menggunakan model fair value dengan metode 
perbandingan data harga pasar menghasilkan nilai aset tetap 
sebesar Rp. 791.888.800. 
Model fair value dalam penilaian aset tetap diatas tidak 
dapat diniliai dengan metode pendekatan pendapatan karena 
bangunan yang dinilai tidak di komersilkan oleh pihak perusahaan. 
Metode biaya pengganti dapat juga digunakan dalam penilaian aset 
tetap diatas. Berikut penilaiannya: 
Data wawancara dari kotraktor yang telah professional 
membangun suatu bangunan diketahui bahwa: 
Harga bangunan serupa jika diproduksi ulang = Rp.  5.500.000/  
Harga tanah = Rp. 1.050.000/  
 
Nilai bangunan lantai 1 =  
Nilai bangunan lantai 1 =  
 
Nilai bangunan lantai 2 =  





Nilai tanah yang tidak dibanguni bangunan : 
= (Luas total tanah – luas lantai dasar bangunan) x harga tanah 
=  
=  
= Rp. 55.902.000 
Total nilai aset tetap tanah dan bangunan tahun 2013 : 
= Nilai bangunan + nilai tanah yang tidak dibanguni bangunan 
=  
= Rp. 780.582.000 
Penyusutan aset selama 8 tahun 3 bulan dengan estimasi umur 




= Rp. 160.995.037  
Nilai wajar aset  tetap = 780.582.000 – 160.995.037 
Nilai wajar aset  tetap = Rp. 619.586.963 
Penilaian aset tetap pada tahun 2013 yang dilakukan Perum 
Perumnas jika menggunakan model fair value dengan metode biaya 








4.2.3. Perbandingan Historical Cost dan Fair Value 
Setelah melihat bagaimana metode historical cost dan fair 
value menilai aset tetap dapat dibandingkan hasil dari penilaiannya 
aset tetap perusahaan. Hasil perhitungannya sebagai berikut. 



































































 9.980.427  
 
176.400.000 166.419.573 
TOTAL 913.869.074 3.647.786.963 2.733.917.889 
Sumber : Perum Perumnas Regional VII dan lampiran 
Model fair value untuk menghitung nilai aset tetap diatas 
untuk tanahnya menggunakan metode perbandingan data pasar 





terdepresiasi. Jika perusahaan ingin menggunakan model ini maka 
selisih lebih penilaian aset tetap sebesar Rp. 2.733.917.889 
tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan 
terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, 
kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi hingga 
sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah 
diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi. 
Dampak atas pajak penghasilan yang dihasilkan dari 
revaluasi aset tetap diakui dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 
46 (revisi 2010) tentang pajak penghasilan. Jika entitas mengubah 
kebijakan akuntansi dari historical cost ke fair value dalam 
pengukuran nilai aset tetap maka perubahan tersebut berlaku 
prospektif. 
4.2.4. Penyajian dan Pengungkapan Pelepasan Aset Tetap 
Pada pelepasan aset tetap untuk dijual, nilai aset akan 
dibandingkan dengan uang yang akan diterima dari hasil penjualan. 
Jika uang yang diterima dari hasil penjualan lebih besar dari nilai 
aset tetap, maka terjadi keuntungan atas pelepasan aset tetap. Jika 
uang yang diterima dari hasil penjualan lebih kecil dari nilai aset 
tetap, maka terjadi kerugian atas pelepasan aset tetap. Hanya suatu 
kebetulan jika nilai aset tetap dan nilai uang yang akan diteriman 
dari penjualan aset tersebut adalah sama. Keuntungan dan 
kerugian atas penjualan aset tetap adalah suatu hal yang biasa. 
Penyajian dan pengungkapan tanah dan bangunan yang 
diberhentikan pemakaian dan diklasifikasikan untuk dijual mengacu 





yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah 
tercatatnya dipulihkan secara prinsip melalui transaksi penjualan 
daripada pemakaian berlanjut. 
Sebagai contoh jika Perum Perumnas Regional VII ingin 
menjual aset tetapnya berupa rumah dinas no. 6. Berikut nilai aset 
tetap tersebut. 
 

















Keuntungan atas penilaian aset tetap yang diklasifikasikan untuk 
dijual diakui dalam laporan laba rugi. Pada saat aset tetap ini telah 
diklasifikasikan untuk dijual Perum Perumnas tidak boleh 
menyusutkan aset tetap tersebut selama aset tetap tersebut 
diklasifikasikan untuk dijual. 
Keuntungan atas penilaian aset tetap yang dilakukan pada 
saat aset tersebut diklasifikasikan untuk dijual merupakan prestasi 
untuk manajemen. Karena dalam hal ini seandainya manajemen 
ingin memperoleh aset tersebut sekarang dia setidaknya harus 
membayar sebesar nilai revaluasi aset tetap saat ini. 
Berikut laporan laba rugi yang menggambarkan bagaimana 
jika pengungkapan atas aset tetap diklasifikasikan untuk dijual 






Tabel 4.5 penyajian dalam laporan laba rugi pelepasan aset 
Perum Perumnas Regional VII – Laporan Laba Rugi komprehensif 
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 
 2011 
Pendapatan: 
Penjualan rumah misi 




Rp.  30.434.923.000 
Rp.  32.213.642.918 
Rp.  13.933.101.582 
Rp.  31.949.015.000 
Total pendapatan Rp.108.530.682.500 
Harga Pokok dan biaya estate manajemen: 
Harga pokok rumah misi 
Harga pokok rumah non misi 
Harga pokok KTM 
Harga pokok KSPP/KSU 
Biaya pemeliharaan estate manajemen 
 
Rp.  25.398.672.277 
Rp.  19.284.366.965 
Rp.    2.570.646.026 
Rp.    3.539.067.190 
Rp.       519.460.895 
Total harga pokok Rp.  51.312.213.354 




Biaya perjalanan dan transport 
Biaya kantor 
Biaya umum  
 
Rp.    2.298.276.145 
Rp.  12.259.852.322 
Rp.    1.199.305.693 
Rp.    1.674.632.654 
Rp.       504.974.306 
Total biaya usaha Rp.  17.937.041.122 
Laba  bersih usaha Rp.  39.281.428.022 




Rp.       872.368.702 
Rp.       594.455.982 
Total pendapatan diluar usaha Rp.       277.912.719 
Laba bersih sebelum pajak Rp.  39.559.340.742 
PPH final Rp.    4.586.178.717 
Laba bersih setelah pajak Rp.  34.973.162.024 
keuntungan tahun berjalan dari aset yang 
diberhentikan pemakaiannya dan 
diklasifikasikan untuk dijual 
 
 
Rp.       295.399.463 
Laba bersih tahun berjalan Rp.  35.268.561.487 
 
Jika entitas telah mengklasifikasikan suatu aset tetap sebagai 
dimiliki untuk dijual tetapi kriteria sudah tidak terpenuhi lagi, maka 
entitas harus menghentikan pengklasifikasiannya sebagai aset tetap 
yang dimiliki untuk dijual. 
Berikut ini penyajian kelompok lepasan sebagai dimiliki 





                   Tabel 4.4 penyajian dalam neraca pelepasan aset 
Perum Perumnas Regional VII - Laporan Posisi Keuangan 









Biaya dibayar dimuka 
Tanah dan bangunan akan dijual 
Tanah mentah 
Proyek dalam penyelesaian 
Tanah mentah jangka panjang 
Aset lain-lain 
 
Rp.       1.628.771.334 
Rp  .   29.343.443.467 
Rp.                           0 
Rp.     47.876.552.506 
Rp.     32.645.033.600 
Rp.         213.284.599 
Rp.         402.292.750 
Rp.      8.186.299.803 
Rp.  126.413.721.345 
Rp.      6.266.796.871 
Rp.      5.390.031.349 
Rp.      1.686.116.741 
Rp.      8.815.433.553 
Total aset lancar Rp.  268.867.777.922 
Piutang jangka panjang dan harta lainnya 
Piutang jangka panjang 
Harta lainnya 
 
Rp.      7.752.789.933 
69.769.118 
Total piutang jangka panjang dan harta lainnya Rp.      7.822.559.051 
Harta tak lancar: 
Rumah dan bangunan disewakan 
Persediaan bahan bangunan 
 
Rp.                          0 
Rp.                          0 





Rp.      5.252.819.248 
Rp.      3.511.487.021 
Total aset tetap Rp.      1.741.332.227 
Aset tidak lancar yang diklasifikasiikan dimiliki 
untuk dijual 
 
Rp         619.586.963 
Total aset Rp. 279.051.256.163 
  
Kewajiban lancar: 
Voucher yang akan dibayar 
Biaya yang masih harus dibayar 
Hutang usaha 
Kelebihan uang muka penghuni 
Pajak yang harus dibayar 
Retensi kontraktor 
Penangguhan pembayaran 
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo 
Penerimaan uang muka penjualan 
 
Rp.     1.887.688.282 
Rp.   51.774.500.335 
Rp.     3.427.083.267 
Rp.     1.336.943.500 
Rp.   13.050.501.425 
Rp.        832.986.500 
Rp.                         0 
Rp.                         0 
Rp.     2.292.711.974 
Total kewajiban lancar Rp.   74.764.579.294 
Kewajiban jangka panjang: 
Kewajiban jangka panjang luar negeri 
Kewajiban jangkapanjang dalam negeri 
 
Rp.                         0 
Rp.                         0 












Laba tahun berjalan 
Rp.                         0 
Rp.                         0 
Rp.                         0 
Rp.  35.268.561.487 
Total ekuitas Rp. 204.531.972.906 
Total kewajiban dan ekutisas Rp. 279.051.256.163 
 
Menurut PSAK nomor 58 revisi 2009 paragraf 38 dalam laporan 
posisi keuangan aset tidak lancar yang diberhentikan 
pemakaiannya diklasifikasikan untuk dijual harus disajikan terpisah 
dari aset-aset lainnya. Persyaratan penyajian aset (atau kelompok 
lepasan) yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual pada 
akhir periode pelaporan tidak dapat diterapkan secara retrospektif. 
Dengan demikian, neraca komparatif untuk periode sebelumnya 
tidak disajikan kembali. 
Jika aset tetap diatas kemudian dijual dengan harga Rp. 
700.000.000, maka keuntungan sebesar Rp. 80.413.037 harus 
disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan tahun 
berjalan. Nilai dari keuntungan tersebut merupakan prestasi 
manajemen dalam pelepasan aset tetap yang dapat meningkatkan 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Suatu informasi dalam laporan keuangan dinyatakan memiliki 
relevansi jika informasi tersebut mampu mempengaruhi keputusan investor 
dan informasi dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika informasi 
tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat diuji 
kebenarannya oleh pihak lain. Akuntan meyakini bahwa jika laporan 
keuangan mampu memenuhi kedua karakteristik tersebut, maka laporan 
keuangan akan berguna dalam pengambilan keputusan investasi. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 
maka dapat diambil suatu kesimpulan penggunaan model fair value baik 
bagi perusahaan karena dapat menunjukan nilai yang sebenarnya/wajar 
dan dapat dipakai untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan 
dibandingkan dengan jika perusahaan menerapkan historical cost. Hal ini 
dilihat dari sisi reliabilitas model akuntansi berdasarkan historical cost tidak 
mengakui adanya perubahan nilai berisfat ekonomis sehingga dapat 
dikatakan bahwa informasi keuangan tidak disajikan pada nilai yang 
sebenarnya pada tanggal pelaporan. 
Dari sisi relevansinya historical cost juga dinyatakan gagal menilai 
aset karena dengan berlalunya waktu harga historis jadinya tidak relevan 
dalam menaksir posisi keuangan suatu entitas, hal disebabkan karena 
perkembangan daya beli uang setiap tahunnya berubah. Hal tersebut dapat 





justru sia-sia karena nilai-nilai yang terdapat didalamnya tidak sesuai 
dengan kenyataan yang ada 
Dalam hal pelepasan aset tetap, penilaian fair value sangat 
membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan tentang harga 
penjualan aset tersebut. Penilaian yang dinilai model fair value akan 
menghasilkan nilai aset yang sebenanrnya terjadi dilapangan jadi pihak 
manajemen dapat mengetahui berapa nilai aset tetap tersebut harus dijual 
untuk memperoleh keuntungan atas keputusan untuk melepas aset tetap 
tersebut. 
5.2. Saran 
1. Penerapan model fair value ini akan lebih bermanfaat bagi dunia 
investasi, pasar modal, pemilik, kreditur dan stakeholder karena fair 
value memberikan gambaran yang lebih realistis akan jumlah yang 
tercatat di neraca, maka peneliti menyarankan kepada perusahaan 
untuk menggunakan model Fair Value untuk menilai aset yang dimiliki 
perusahaan. Prinsip-prinsip akuntansi sangat jelas, pendapatan harus 
diakui sampai tersedia bukti yang objektif dan handal. biaya harus 
ditandingkan dengan pendapatan yang terkait dengan pengeluaran 
tersebut atau pada periode ketika aset ditentukan tidak memiliki 
manfaat di masa datang. Yang paling penting, angka-angka dalam 
laporan keuangan seharusnya lebih dapat dipercaya. 
2. Seharusnya perusahaan harus lebih konsisten dalam penerapan 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK)  
3. Aset lancar berupa tanah mentah jangka panjang sebaiknya 
diklasifikasikan ke aset lain lain dalam laporan posisi keuangan karena 





4. Sebaiknya peneliti berikutnya dapat meneliti lebih dalam dari 
pembahasan tanah dan bangunan yang dimiliki perusahaan-
perusahaan real estate khususnya pada bagian harga pokok tanah 
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